PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 170/SK-9 / IV / 2019

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGGUNGJAWABAN BUPATI
KUTAI KARTANEGARA
TENTANG
PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang ra. bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 71 Ayat (3), Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kepada
DPRD dibahgs oleh :DPRD yntuk refomendagi
perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

b. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomar
3 Tahun 2007 Pasal 23 Ayat (3),hasil pembahasan
LKPJ oleh DQPRD dltetapkan dalam Keputusan
DPRD;

g, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3
Tahun 2007 Pasal 23 Ayat (5), Keputusan DPRD
disampaikan kepada Kepalg Daerah untuk
perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah ke
depan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a b dan c
di atas, maka perlu disusun Rekomendasi
diteta‘pkan melalui Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undahg Replblik Indonesia Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesm
Nomor 4286);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelplaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahyun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Nomar 4400); ’

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakygt
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5568); ‘




Memperhatikan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomar
5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 - tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Peraturan Pemerlntah Republik Indonesm Nomor
Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan PertanggungJawaban Kepala Daerah
Kepada Dewem Perwakilan Rakyat Daegrah, dan
Informasi Poran Penyelenggaraan P\?merintag
Daerah kepada Masyarakat ]Lembaran Negar
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran : Negara Repubhk Indonesm
Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan 'Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Namor 232,
Tambahan Lembaran Negara Repub ik Indonesia
Nomor 6197);

Perattiran Menteri Dalam Negeri'Republik Indonesia
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 120
tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Produk
Hukum Daergh (Berita Negara Republik 'Indonesit
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2018
tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabypaten Kutai Kagtanegara;- (Berita
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018
Nomor 1); :

. Rapat Paripurna Ke-8 Dewan Perwakilan Rakyat

Daergh Kabupaten Kiytai Kartapegara, Hari Kamis
tanggal 25 April 2019 dengan Agenda Penyampaian
Laporan Hasil Pembahasan dan Rekomendasi DPRD
Kabupaten Kutai Kartanegaya Atas Laporap
Keterangan PertanggungJawaban (LKPJ) Bupati
Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2018;




Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN:

Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Atas Laporan
Keterangan Pertan ggungjawaban (LKPJ) Bu pati
Kutai Kartanegara Tahun 2018:

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU dilampirkan dalam Keputusan Dewan
Perwakilan Rakvat Daerah ini vang menjadi satuy
kesatuan vang tidak bisa di pisahkan

Keputusan DPRD ini mulai berlakuy pada tanggal
ditetapkan. ° '

Ditetapkan di Tenggarong
pada Tanggal 25 April 2019

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Kutai Karfanegara di-T enggarong ' . i

2. Arsip



